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Menteri PANdan RB pelaksanaamprosespembangunarzonaintegritasharusdilaksanakamlenganperencanaaryangbaik, karenadi sini
akanmenentukarkeberhasilarataukegagalannydJntukitu diperlukanpembinaanoleh Unit Penggerakntegritas(UPI) yangecaraex-
officio dilaksanakatleh AparatPengawasntern Pemerintah(APIP)nasingmasingK/L/Pemda

SetelahprosespembangunarZlberlangsunglalamwaktu yangcukupmemadaj pimpinaninstansipemerintahyangsudahmemperoleh
opini minimalwajardenganpengecualiafWDP dari BPKmelakukandentifikasiunit kerjayangdipandandoerkinerjabaik, dandapat
diusulkanmenjadiunit kerjayangberpredikatWBK Selanjutnyalapatdiusulkarnkepada Menteri PANdan RBuntuk dilakukanpenilaian

Penilaiarini dilakukanoleh TimIndenendernyangberanggotakarkementeriarPANdanRB, KPK, O&anunsureterkait yangdianggap
perlu. Adaduaindicator yangligunakanyaitu indikatormutlak, danindikatoroperasionallndikatormutlakberupaminimum
requirementharusdipenuhi sebagapre requisitauntuk penilaianselanjutnyaberdasarkanndicatoroperasional

Indikatormutlak meliputi nilai minimumindeksintegritasberdasarkampenilaianKPKgdanindekskepuasarmasyarakaberdasarkan
pedomankKementeriarPANdan RB;jumlahmaksimurkeruigiannegarayangbelumdiselesaikaterdasarkarpenilaiaBPKmaksimum
temuanin-efektif, danin-efisienberdasarkarpenilaianAPIP.

Kemudiarjumlahmaksimumpegawaiyangdijatuhi hukumandisiplinkarenapenyalahgunaapengelolaarkeuangarberdasarkan
keputusanpejabatPembinakepegawaianjumlahatau pessentas@egawayangmenjaditersangkakorupsiberdasarkarkeputusan
pengadilanyangtelah memilikikekuatanhukumtetap.

Sedangkaidikatoroperasionalterdiri dari duahal. Pertama indikatorutamapencegaharkorupsiyangmemilikibobot penilaian60
persen dankedua indikator penunjangdenganbobot 40 persen Disinimencakupberbagaihal, antaralaintingkatkepatuhan
menyampaikal. HKPNpilai evaluasiAKIP, systemerlindunganpelapor, kodeetik, jumlahpengaduarmasyarakayangdapatdiselesaikan
dalamwaktu satutahun, promosijabatansecaraerbuka, e-procuremenanketerbukaarinformasipublik.

Untuk dapatditetapkansebagaunit kerjaWBKoleh Menteri PANdan RB nilai dari keduaindikatortersebutharuslebih besardari 75%.
oPenetaparbisadicabutapabiladi kemudianhari ditemukanhalhal yangmengakibatkaridak dipenuhinydagiindikator penilaiark tegas
Menteri.
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Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang
diberikan kepada instansi pemerintah yang
pimpinan dan jajarannya mempunyai
komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM
melalui reformasi birokrasi, khususnyadalam
hal pencegahan korupsi dan peningkatan
kualitaspelayanarnpublik

Menuju Wilayah Bebasdari Korupsi (Menuju
WBK) adalah predikat yang diberikan kepada
suatu unit kerja yang memenuhi sebagian
besar manajemen perubahan, penataan
tatalaksanapenataansistemmanajemenSDM,

penguatan pengawasan, dan penguatan
akuntabilitaskinerja
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat
yang diberikan kepada suatu unit kerja yang
memenuhi sebagian besar manajemen
perubahan, penataan tatalaksana, penataan
sistem manajemen SDM, penguatan
pengawasan penguatan akuntabilitas kinerja,
danpenguatankualitaspelayananpublik

egritas ant
\gterf'\h dan Metey

4. Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di instansi

pemerintah, serendakrendahnyaeselon Il yang
menyelenggarakafungsipelayanan

5. Tim Penilailnternal (TPI)adalahtim yangdibentuk

oleh pimpinan instansi pemerintah yang
mempunyaitugas melakukanpenilaian unit kerja
dalam rangka memperoleh predikat Menuju
WBK/MenujuWBBM

. Tim Penilai Nasional (TPN adalah tim yang

dibentuk untuk melakukanevaluasiterhadap unit
kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas
Menuju WBK dan Menuju WBBM Tim Penilai
Nasional terdiri dari unsur Kementerian
Pendayagunaamparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Komisi PemberantasanKorupsi (KPK),
dan OmbudsmarRepublikindonesia(ORI)
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Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan

Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani
(WBBM)

Merupakan predikat
yang diberikan kepada
unit kerja pada instansi
pemerintah yang
memenuhi indikasi
bebas dari korupsi dan
melayani publik
dengan baik
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